
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

  
Nomor : 578/PM.00.02/K.BB-04/10/2024  Koba, 10 October 2024 

Sifat : Penting 

Lampiran : 1 (Satu) Berkas 

Perihal : Instruksi 
 
Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan Lubuk Besar 
        di   - 
                       Tempat 

 
A. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan 

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil 

Walikota; 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 

Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 

Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan 

Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 

Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 

Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan 

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang 

Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif. 
 

B. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan kampanye oleh Calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Nomor Surat:     



16/STTP/TKD-BABEL/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 Perihal Permohonan STTP 

Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung (sebagaimana terlampir), maka dengan ini diinstruksikan kepada Panwaslu 

Kecamatan Lubuk Besar untuk melakukan langkahlangkah sebagai berikut: 

1. Melakukan Pengawasan Melekat setiap Tahapan Kampanye di Wilayah Kerja Masing – 

Masing; 

2. Menginstruksikan kepada Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) setempat berdasarkan 

wilayah kerja masing-masing (sesuai titik kampanye) untuk melakukan pengawasan 

melekat; 

3. Melakukan pencegahan terhadap dugaan pelanggaran apabila terjadi pelanggaran 

terhadap ketentuan kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundangundangan; 

4. Memastikan tidak ada bendera, atribut dan alat peraga kampanye yang terpasang di titik 

yang dilarang; 

5. Segera berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah jika terdapat unsur 

dugaan pelanggaran kampanye; 

6. Membekali diri dengan Surat Tugas dan identitas diri saat melakukan pengawasan 

melekat; 

7. Menyampaikan maksud dan tujuan pengawasan melekat kepada pelaksana kampanye 

serta meminta izin untuk mengambil dokumentasi kegiatan; 

8. Menuangkan laporan hasil pengawasan dalam Form A dan alat kerja pengawasan 

kampanye; 

9. Melaporkan kegiatan hasil pengawasan melekat secara berjenjang sesuai tingkatan 

dengan ketentuan Panwaslu Kecamatan melakukan rekapitulasi terhadap hasil 

pengawasan Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) dan dikirim ke Bawaslu Kabupaten 

Bangka Tengah setiap Priode yang telah ditentukan. 

 
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 
KETUA, 

 
 
 
 

MARHAENDRA YULIANSYAH 
Tembusan Yth : 
Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang. 
  

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah
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